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ABSTRAK:

CATATAN:

salah satu tujuan bernegara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia salah satunya dengan memenuhi hak dasar bagi
setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, bersih dan
sehat. untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua
kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kesehatan
masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya perlu melakukan
pengelolaan sampah secara terpadu. berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan
sampah merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah kabupaten.
dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7
Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23
Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.
6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; PermenLH No. 16 Tahun 2011.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan
Wewenang, kebijakan dan strategi, hak dan kewajiban, penyelenggaraan
pengelolaan sampah, perizinan, pendanaan, peran serta masyarakat,
penghargaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, ketentuan penyidikan
dan ketentuan pidana. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah,
Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan dan
strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
Selain itu Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk dan studi
kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga. Rencana induk sebagaimana dimaksud paling sedikit
memuatpembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah,
pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah,
pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah dan
pendanaan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Februari 2026.



